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Corporate Social Activity (CSA) “atau aktivitas social perusahaan”, walaupun ada yang 
juga menamainya CSR (Corporate Social Resonsibility), secara factual adalah bentuk peran serta 
dan kepedulian perusahaan terhadap aspek social masyarakat. Dana berbagai aktifitas dalam 
kegiatan yang dilakukan dalam CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 
masyarakat. Dana CSR merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang akan 
disalurkan sebagai dana CSR bagi masyarakat. Desa Boboliat Gayok Kecamatan Malifur 
Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan dana 
terkait dengan program CSR dari PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM). Dengan menggunakan 
metode kualitatif (Sugiyono, 2017), penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan dana CSR 
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Boboliat Gayok Kecamatan Malifur Kabupaten Halmahera 
Utara. Kebijakan pengelolaan dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan 
yang dikemukakan oleh George R. Terry (2009), yang mengemukakan bahawa dalam 
pengelolaan didalamnya terdapat proses perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Temuan penelitian 
menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana CSR di Desa 
Bobolilait Gayok Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara belum maksimal. Oleh karena 
itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa melalui proses 
pelatihan atau bimtek baik dari pemerintah daerah kabupaten dan pihak PT. NHM sebagai 
penyalur dana CSR. 
 





Corporate Social Activity (CSA) "or corporate social activity", although there are those who 
call it CSR (Corporate Social Resonsibility), in fact is a form of participation and concern for the 
company towards the social aspects of society. Funding for various activities in activities carried 
out in CSR is a form of corporate responsibility to society. CSR funds are profits earned by 
companies that will be distributed as CSR funds for the community. Boboliat Gayok Village, Malifur 
District, North Halmahera Regency is one of the villages that has received financial assistance 
related to the CSR program from PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM). By using qualitative 
methods (Sugiyono, 2017), this study will look at how the management of CSR funds is carried out 
by the Boboliat Gayok Village government, Malifur District, North Halmahera Regency. The 
management policy in this study will be reviewed using the approach proposed by George R. Terry 
(2009), who argues that in management there are processes of planning, organizing, actuating, 
and controlling. The research findings illustrate that the village government policies in managing 
CSR funds in Bobolilait Gayok Village, Malifut District, North Halmahera Regency have not been 
maximal. Therefore it is necessary to improve the quality of village government apparatus 
resources through a training process or technical guidance from both the district government and 
the PT. NHM as a distributor of CSR funds. 
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 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT 
PENDAHULUAN 
Kebijakan atau policy biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, kerena 
pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, 
dan bertanggung jawab untuk kepentingan umum. Sejak otonomi daerah diberlakukan, terjadi 
perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui lagi dengan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya diganti 
dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan Otonomi 
Daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 
Pemerintah Desa merupakan simbol dari kesatuan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa 
sebagai lembaga kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga 
sendiri dan juga sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Desa 
dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah di tetapkan searah dengan tujuan Negara Indonesia. 
Maka sejak dibentuknya Negara Indonesia, dengan kepemimpinan yang sudah bergantian ke-
tujuh kali, pemerintah telah menghadirkan pelbagai kebijakan sebagai langkah pengatasian 
masalah baik dalam politik, hukum, dan sosial budaya. Namun, realita memperlihatkan, 
kompleksitas masalah sosial masih mendera kehidupan masyarakat baik di tingkat pusat, 
daerah dan perdesaan. Dengan demikian, butuh kerja keras dan sinergitas antara pemerintah 
pusat, daerah, sampai pemerintah desa serta swasta untuk turut sama-sama menyelesaikan 
pelbagai masalah sosial. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini, membuka investasi secara 
lebar bagi dunia usaha/swasta untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan tujuan bisa 
berkontribusi besar terhadap penyelesaian masalah sosial di masyarakat dalam bentuk program 
Corporate Sosial Responsibility (CSR). 
Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah diatur 
mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umunya. 
Dalam pengelolaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Nusa Halmahera Minerals 
menyalurkan dana CSR (Corporate Social Resposibility) perusahaan dari keuntungan yang di 
perolehnya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. 
Dapat dilihat dalam pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan perusahaan yang di kelolah CSR sebesar 1% (satu persen) dari keuntungan bersih 
perusahaan pada setiap tahun dalam pembiayaan. Pelaksanaan program ini untuk lima (5) 
kecamatan, dan delapan puluh tiga (83) Desa. Khusus Desa Bobililait Gayok dana CSR PT. Nusa 
Halmahera Minerals tahun 2017/2018 200.000.000 dari dana 1% (satu persen) untuk 
menunjang pembangunan desa. Dengan adanya dana CSR (Corporate Social Responsibility) 
perusahaan turut berkontribusi dalam pembangunan desa. Sesuai observasi awal yang penulis 
temukan bahwa Desa Bobililait Gayok masih tertinggal dalam pembangunan Infrastruktur dan 
pembangunan Suprastruktur. Tahun 2017/2018, Pengelolaan dana CSR (Corporate Social 
Responsibility) khusunya Desa Bobililait Gayok, dua hal yang menjadi prioritas yaitu 
pembangunan suprastruktur dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan suprastruktur 
pendidikan (mahasiswa), guru honorer, dukun terlatih dan pembangunan infrastruktur lampu 
jalan, dan traktor mini. Pada Tahun 2018/2019 dana CSR sedikit meningkat jika dibandingkan 
dengan Tahun 2017/2018, yakni 350.000.000 dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Desa 
sesuai musyawara Desa yaitu program jalan Tani. Namun realisasinya tidak sesuai apa yang 
diharapkan masyarakat, karena dalam pengelolaan tersebut dana yang di anggarkan untuk jalan 





Pengertian policy atau kebijakan, sebagaimana Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) 
menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis sebagai suatu produk, dan suatu proses 
dan juga sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan 
serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang 
sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang 
sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang 
diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; sebagai 
kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk 
merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Sementara James Anderson dalam Wahab 
(2008: 2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, 
kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 
 
B. Pemerintah Desa 
Menurut Awang (2010) Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa 
dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, 
melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Adapun pendapat 
Soemantri  (2010), Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan 
Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat Desa, 
pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 Pasal 25, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa 
dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. 
 
C. Pengelolaan 
Menurut Nugroho (2003: 119), mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah 
yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata 
kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu 
untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang 
berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan 
tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan George R Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa 
pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaaan dipahami sebagai suatu proses 
membedakan atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 
(actuating) dan pengawasan (controlling) dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar 
dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering 
disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi 
berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. 
 
D. Corporate Social Responsibility 
Menurut Wibisono (2007: 8) CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan 
kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple 
bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hendrik Budi Untung 
(2008: 1) Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara pelatihan 
terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Elvinaro Ardianto dan Dindi Machfudz (2011: 
36) Corporate Social Responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan 
dengan dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi 
untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat 




Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan 
gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan 
dianalisa secara kualitatif, jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat dan gambar Sugiyono (2005: 15). Sedangkan Lokasi penelitian ini berada di Desa 
Bobililait Gayok kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini berorientasi pada 
masalah penelitian, yaitu kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, 
melakukan observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan melakukan 




A. Planning (Perencanaan) 
Dalam Perencanaan, keterlibatan masyarakat adalah suatu hal yang penting karena 
disitu mempertimbangkan segalah bentuk kepentingan masyarakat Desa dan untuk 
mempengaruhi eksekutor dalam menentukan bagaimana kebijakan yang bersifat kerakyatan, 
sesuai kebutuhan masyarakat Desa setempat. Dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 6 
Tahun 2014 pasal 79 tentang perencanaan dan pasal 80 ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat Desa. Selain dari pada itu, seharusnya pemerintah Desa melihat 
hal yang paling fundamental atas kondisi kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Dilihat dari data 
tersebut bahwa masyarakat Desa  Bobililai Gayok mayoritasnya adalah petani kopra. Sedangkan 
Pemerintah Desa mengadakan peralatan traktor mini sebagai bentuk bantuan bagi petani yang 
mayoritasnya adalah petani kopra yang tidak membutuhkan traktor untuk berproduksi. Ini 
artinya bahwa pemerintah Desa salah sasaran dalam pengadaan perihal Traktor mini. Hal ini 
menunjukan bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa belum optimal dikarenakan 
tidak dilibatkan masyarakat Desa sebagai objek yang merasakan hasil dari sebuah kebijakan. 
 
B. Organizing (Pengorganisasian) 
 Pengorganisasian juga bisa di artikan sebagi suatu organisasi baik instansi pemerintahan 
atau pun organisasi kemasyarakatan yang bertugas sesuai kewenangan masing-masing untuk 
menggerakan dan mengelompokan macam-macam kegiatan yang diperlukan agar berjalan 
sesuai dangan yang diharapkan dan muda terkontrol. Pada penelitian ini, dimensi 
pengorganisasian di lihat dari bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan 
program CRS sebagai tim pengelola dana CSR dan keterlibatan elemen masyarakat dalam 
pengelolaan dana CSR. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Desa tidak terorganisir 
secara kelembagaan dan juga tidak melibatkan masyarakat Desa untuk terlibat sebagai aktor 
dalam pengelolaan dana CSR, hal ini bisa dilihat dalam komposisi tim pelaksana yang mengelola 
dana CSR. Sekretaris desa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan, ini artinya sekretaris desa 
tidak difungsikan sebagaimana fungsi sekretaris yang telah ditertulis dalam peraturan 
Kementrian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa 
sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan  sebagai unsur pimpinan sekretariat 
desa yang menjalankan tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Oleh 
karena itu, hal ini berimbas pada program yang dijalankan pemerintah desa tidak sesuai 
kebutuhan masyarakat desa yakni traktor mini. 
 
C. Actuating (Pelaksanaan/penggerakan) 
 Penggerakan yang dimaksud adalah seorang leader yang mempunyai kemampuan 
membangkitkan semangat anggota untuk mencapai sebuah agenda kegiatan agar bisa 
terselesaikan sesuai yang sudah direncanakan bersama. Kita bisa menilai mulai dari proses 
perencanaan tanpa dilibatkan masyarakat desa, kemudian dalam pengorganisasian sangat 
disayangkan tidak dilibatkan sekretaris. Hal ini sudah melanggar tugas sekretaris sebagaimana 
yang di amanatkan dalam peraturan Kemendragi No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Kemudian dalam program pengadaan perihal traktor mini yang sangat tidak 
sesuai kebutuhan prioritas masyarakat Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas 
kebijakan pemerintah Desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan masih belum optimal 
sehingga proses berjalannya sebuah program tidak efektif. 
 
D. Controlling (Pengawasan) 
  Pengawasan adalah bagaimana untuk mengawasi dari proses perencanaan kebijakan 
untuk menentukan sebuah program yang sesuai ukuran atau kebutuhan masyarakat dan juga 
bagaimana dalam pengorganisasian untuk pengelompokan program hingga pelaksanaan  atau 
penggerakan. Jadi, pengawasan juga bagian dari instrumen penting dalam menjalankan sebuah 
kegiatan atau program yang sudah di rencanakan bersama bisa berjalan efektif mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan atau penggerakan. 
Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih terlihat lemah. Dan juga 
pengawasan masyarakat desa sudah menjadi kewajiban untuk mengawasi agar pembangunan 
bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya. Kewajiban masyarakat desa 
telah di atur sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana 
dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa. Oleh 
karena itu, pengawasan dari masyarakat desa sangat diperlukan untuk menilai dan menopang 
jalannya pemerintahan Desa sesuai dengan amanat konstitusi Negara Indonesia. Jadi, fungsi 
pengawasan baik dari kelompok masyarakat Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa tidak 
berjalan efektif. Di samping itu, CSR PT.NHM pun tampak lemah pengawasan terhadap 
penggunaan anggaran CSR yang disalurkan terhadap Desa Bobililait sehingga penggunaan 




 Perencanaan dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah desa untuk menentukan suatu 
program  belum optimal karena dalam proses perencanaan tidak diikutsertakan masyarakat 
desa sebagai kelompok kepentingan. Dalam hal pengorganisasian masih terdapat kesalahan 
dalam pelaksanaan pengelolalaan dana CSR yang dilakukan secara kelembagaan pemerintah 
Desa dilihat dari masing-masing kewenangan yang tidak efisien. Pelaksanaan kebijakan 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana CSR belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini 
disebabkan oleh rendahnya sumber daya aparatur pemerintah Desa sebagai pelaksana program 
CSR sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan namun belum 
optimal. Kemudian lemahnya fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa yang 
belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa 
dalam tim pengelolaan dana CSR. Begitu juga dengan kewajiban masyarakat desa yang 
seharusnya mengawasi kinerja pemerintah Desa tapi masih terlihat apatis terhadap 
permasalahan kebijakan Desa. Dapat dilihat juga bahwa perusahaan sebagai pihak yang 
menyalurkan dana CSR masih lemah dalam fungsi kontrol terhadap penggunaan dana tersebut. 
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